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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Tinjauan Umum Perusahaan
4.1.1.1 Sejarah Singkat PT.INTI ( Persero ) Bandung

PT.INTI adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (Bl)Mang berada
di bawah Pengelola Industri Telekomunikasi StatégilS) yang bergerak dalam
bidang peralatan telekomunikasi. PT.INTI (Perseneyupakan salah satu badan
yang berdiri sendiri dengan status perusahaan rparseyang menjelma dari
kegiatan dengan perusahaan telekomunikasi.

Sejak berdirinya hingga sekarang, PT.INTI (Persew@ah banyak
mengalami perubahan selama perkembangannya. Ustiilkjelasnya berikut ini
diuraikan tahapan perkembangan PT.INTI (Persetmga berikut :

a. Periode Sebelum Tahun 1945

Pada tahun 1926 didirikan laboratorium Pos, Telegam Telegraf (PTT)
di Tegalega (sekarang menjadi Moch.Toha No.77 Baggdutiga tahun
berikutnya ditempat yang sama, laboratorium ini upakan bagian terpenting
dari pertelekomunikasian di Indonesia.

b. Periode Tahun 1945 — 1960
Setelah perang dunia kedua selesai, laboratoriugeliet ditingkatkan
kedudukannya menjadi laboratorium telekomunikasngyanencakup bidang

telekomunikasi yaitu telepon, radio, telegram dan sebagainya.



48

c. Periode Tahun 1960 - 1969

Berdasarkan peraturan pemerintah No.240 tahun 19&&atan Pos,
Telepon dan Telegraf (PTT) diubah status hukumngajadi Perusahaan Negara
Pos dan Telekomunikasi (PN POSTEL). Dari PN POSiFgLldengan PP No.300
Tahun 1965 didirikkan PN Telekomunikasi. Bagian Heaer dan Bagian
Perlengkapan yang semula terdapat pada PN POSTabuhgkan dan berganti
nama menjadi Lembaga Administrasi, Bagian Peneldin Bagian Produksi.

Pada Tanggal 25 Mei 1966 PN Telekomunikasi bekesjma dengan
perusahaan asing yaitu Siemens AG (Perusahaan nleiBaamat), yang
pelaksanaannya dibebankan kepada Lembaga Peneldraiengembangan Pos
dan Telegraf (LPP POSTEL).

Dalam melaksanakan kerja sama tersebut, pada fahgdeebruari 1968
dibentuk suatu bagian pabrik telepon, yang tugasngaproduksi alat — alat
telekomunikasi. Dalam organisasi LPP POSTEL harda andustri’ dan
selanjutnya LPP POSTEL berubah menjadi Lembaga |iRane dan
Pengembangan Industri Pos dan Telekomunikasi (BRFETEL).

Pada tanggal 22 Juni 1968, industri telekomunikeasig berpangkal
pada pabrik telepon diresmikan oleh Presiden Répubidonesia yang
diwakilkan pada Menteri Ekuin yang pada waktu ifyaltht oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono IX.

d. Periode Tahun 1969 - 1979
Tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 1970, diadakaat kerja sama

Pos dan Telekomunikasi di Jakarta yang menghasieutusan bahwa LPP
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POSTEL diberikan waktu kurang lebih empat tahurukimhempersiapkan diri
agar dapat berdiri sendiri dalam bidang keuangapegawaian, dan peralatan.

Sejalan dengan perkembangan perusahaan terutama bigdng
penelitian dan bidang industri, pada tahun 197dkdikan pemisahan tugas pokok
sebagai berikut :

a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL yangumgan tugas
pokok dalam bidang pengujian, penelitian serta perizangan sarana pos
dan telekomunikasi baik dari segi teknologi maupegi operasional.

b. Lembaga Industri, merupakan badan hukum yang kesdmdiri dan
mempunyai tugas utama memproduksi sarana alatt-tedddkomunikasi
sesuai dengan kebutuhan nasional pada saat itulidaasa yang akan
datang. Tahun 1972 Lembaga Industri ini dikembangkanjadi Proyek
Industri Telekomunikasi.

Bardasarkan Surat Keputusan Menteri PerhubungamldRkepndonesia
No.KM.32/R/Phb/73 tertanggal 8 Maret 1973, menedapkangkah — langkah
sebagai berikut :

1. Dalam tubuh LLPI POSTEL, diresmikan bagian Indus&iekomunikasi oleh

Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Juni 19@8addung.

2. Untuk keperluan di atas ditetapkan bentuk usaha l#amuk hukum yang
sebaik-baiknya yang mendapatkan fasilitas yang mutalam lingkungan
lembaga penelitian serta industri pos dan telekakasn (LPPI POSTEL

DITJEND POSTEL).
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3. Tahun 1972, struktur organisasi formal LPPI POST#&ubah menjadi
Lembaga Penelitian dan Pengembangan POSTEL (LPHEIOS

Oleh karena itu dianggap tepat apabila Industrseteut ditetapkan
sebagai proyek Industri Telekomunikasi yang kenmudigpimpin oleh Kepala
LPP POSTEL Ir. M Yunus sebagai direktur utama PTII{ppersero).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Repudiinesia No.
34 tahun 1974 tentang penyertaan modal Negara ymeuklirian perusahaan
perseroan dibidang industri telekomunikasi, malay@k industri telekomunikasi
di Departemen Perhubungan perlu dijadikan suat@arb@@laksaanaan kegiatan
produksi alat-alat atau perangkat telekomunikadardausaha meningkatkan
telekomunikasi.

Untuk dapat memperlancar kegiatan produk tersebuat lierkembang
secara wajar dengan kemampuan sendiri, maka dipgndzeriu untuk
menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kemamgeradiri yaitu
perusahaan perseroan (Persero). Sesuai dengarnuketetalam pasal 2 ayat 1
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1969, maka pa@ayerodal Negara pendiri
suatu perusahaan perseroan diatur dengan peraegara.

Dengan berdasarkan pada Keputusan Mentri NegarabRlepndonesia
No.Kep.1771/MK/IV/12/1974 tertanggal 28 Desember4,9Akte Notaris Abdul
Latif, Jakarta No0.322 tertanggal 30 Desember 19Pfoyek industri
telekomunikasi ini diubah status hukumnya menjaldi IRdustri Telekomunikasi

Indonesia atau PT.INTI (Persero) dengan modal daseseroan sebesar Rp 3,2
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Miliyar dan modal perusahaan sebesar Rp 1,6 Mdgata modal yang disetorkan
sebesar Rp 900 juta.

Untuk pembangunan telekomunikasi Indonesia di naggan, PT INTI
(Persero) telah menyusun tahap - tahap pembangdakm menghadapi
perubahan dari teknologi analog ke teknologi digB&hingga mulai tahun 1980,
periode pembangunan telah disusun dengan stratieagai berikut :

1. Periode Tahun 1979 - 1990

Periode 1980 — 1985 merupakan konsolidasi, dimahand periode ini
dilakukan beberapa tahap persaingm perjanjian dari pembangunan selama
dasawarsa periode 1970 — 1979.

Pada periode 1985 — 1990 merupakan periode peragetekinologi baru,
model — model telekomunikasi yang telah direncanakaebelumnya dicoba.
Jaringan dasar baikwitching maupun yang lainnya, yang merupakan bagian
terpenting dari saat itu barada di bawah DeparterRanwisata Pos dan
Telekomunikasi diserahterimakan kepada Badan Pelagéhdustri Strategis
(BPIS).

2. Periode Tahun 1990 — sekarang

Periode ini merupakan periode pemantapan dimanaarapkan
parameter pembangunan sudah tampak, sehingga Qarningan telekomunikasi
dapat disusun secara mantap. Pembangunan indekkomunikasi nasional
diharapkan telah mencapai tahap pemantapan, sehinggmbangunan

telekomunikasi nasional praktis telah dapat didgksepenuhnya.



52

4.1.1.2Maksud dan Tujuan Perusahaan

Berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan, maksud waant pendirian
PT.INTI (Persero) ialah turut melaksanakan dan mmpmg kebijaksanaan dan
program pemerintah di bidang Ekonomi dan PembanguNasional pada
umumnya dan khususnya di bidang industri infokonmga® memperhatikan
prinsip — prinsip yang berlaku bagi perseroan.

Selanjutnya di samping maksud dan tujuan tersebuatas, secara
komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi pbaaayang menguntungkan
(Profitable)  makmur (Prosperous)dan berkelanjutan(sustainable). Dengan
situasi yang belum kembali normal sejak krisis @kon melanda Indonesia
beberapa tahun lalu, dalam jangka waktu yang itehtukan PT.INTI (Persero)
akan melakukan usaha untuk meningkatkan kondisuspéian dari tahapan

bertahan hidugSurvival)menjadi perusahaan yang tumigghowth).

4.1.1.3Visi, Misi, Strategi, Sifat dan Cakupan Kegiatan
A. Visi Perusahaan
PT INTI (Persero) bertujuan menjadi pilihan pertaragi para pelanggan
untuk mentrasformasikan “MIMPI” menjadi “REALITA( To be the Customer’s
first choice in transforming DREAMS into REALITY)
B. Misi Perusahaan
1. Fokus PT INTI (Persero) akan tertuju sepenuhnyaapkegiatan jasa
engineeringyang sesuai dengan spesifikasi dan permintaarukuers.
2. Dalam menjalankan bisnis PT INTI (Persero) akanusema semaksimal

mungkin untuk kepentingan pemangku kepentingsakeholders)
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3. Akan dikembangkan jejaring bisnis yang sinergikldg@ngan pemakai jasa
PT INTI (Persero) maupun pemasok demi menumbuhkegkiaa kinerja
yang saling menguntungkan.

C. Strategi Perusahaan

Strategi PT INTI (Persero) dalam menumbuhkembanglsaihanya ialah fokus

pada bidang jasa pelayanan infokom dengan peneksatinintegrasi Sistem dan

Teknologi Infokom (ISTI)

D. Sifat dan Cakupan Kegiatan

Dalam tahun 2005 — 2007 PT INTI (Persero) menangamnjualan produk
dan Jasa untuk pembangunan infrastuktur telekorasnigang dikelompokan ke
dalam 3 (tiga) bidang usaha, yaitu :

1. Jaringan Telekomunikasi Tetap (JTT)
2. Jaringan Telekomunikasi Selular (JTS)
3. Jasa Integrasi Teknologi (JIT)

Dalam masa 3 tahun mendatang, dimana tekanan mpgasaiglobal
semakin kuat, PT INTI (Persero) akan lebih memf&knspada kompetensi
bidang jasa@ngineeringnya dengan produk perangkat keras yangudlisourceke
Vendorglobal yang kompetitif. Jasngineeringyang akan ditekuni oleh PT INTI
(Persero) meliputi :

Sistem Infokom :

a. Manajemen jaringan
b. Pengembangan piranti lunak dan piranti keras

c. Optimalisasi jaringan
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d. Solusi teknologi informasi
Integrasi Teknologi :

a. Manajemen proyek pembangunan

b. Desain Jaringan (tetap dan nirkabel)

c. Integrasi logistik berbasis pengetahuan

d. Integrasi sistem komunikasi

e. Penyedia jasa aplikasi

Selain itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, PT (Rdrsero) juga

menyiapkan diri untuk menjadi Penyedia Solusi Tokafokom, termasuk

mencarikan penyelesaian permasalahan pendanaauliysoigpi konsumen.

4.1.1.4Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangumnagsif bagian —
bagian manajemen yang tersusun dari suatu keshtimmgan yang menunjukan
tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung gawalam manajemen
perusahaan.

Penerapan struktur organisasi di lingkungan PT.l I(fersero) berbentuk
garis dan staf, dimana wewenang dari pimpinan gédinkan kepada satuan —
satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidangrjpak bantuan. Struktur

organisasi divisi keuangan PT. INTI (Persero) tpadgada lampiran 4.

4.1.1.5 Tanggung Jawab Sosial PT. INTI (Persero)
PT. INTI (Persero) diwajibkan oleh pemerintah untnkmbangun dan

mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Dana yamgtukkan untuk
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melaksanakan program ini diambil dari laba bersiarupahaan dengan
persetujuan pemegang saham. Selain itu perusahganmelakukan pembinaan
baik sosial maupun ekonomi kepada masyarakat gklingan perusahaan serta

kepada keluarga karyawan dan pensiunan.

4.1.1.6Komite Good Corporate Governance (GCG)
Komite GCG adalah suatu tim yang dibuat khusus kumtienyusun
segala strategi dalam menerapkan pritdgod Corporate Governand&CG) di

PT. INTI (Persero). Adapun orang — orang yang kmrgg pada komite ini

adalah:

. Ketua : Kepala Sekertariat Perusahaan (ex-offidit®ndra
Abu Bakar.

. Sekretaris Umum  : Witarsih Pokli Hukum

. Bendahara : Endang Sulistyaningsih, Ahli Komite @ais

. Anggota : Mochamad Djaelani, Ahli Komite Bangbis

bgKrisno, Pokli SE

DjcSudjana, Pokli Sekertariat Perusahaan
Buwiarryzond H,

RrSofwan,

Badi
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4.1.1.7Nilai — Nilai Perusahaan PT. INTI (Persero) dalam Mendukung
diterapkannya Prinsip Good Corporate Governance
Nilai adalah komitmen perilaku atas norma-norma gyashjadikan

pegangan oleh perusahaan untuk menentukan haghglbaik dan buruk, terpuiji

dan tercela serta hal-hal yang patut atau tidaltpdibargai. Sifat dari norma-

norma tersebut antara lain:

1. Terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuzartzam

2. Bersifat moral, sehingga memerlukan penjabaranagpmral dalam etika
perusahaan untuk dapat secara efektif menjadi gegabagi seluruh
anggota organisasi.

Adapun nilai-nilai perusahaan yaitu :

a. Semangat berprestagidhievement Orientation

b. KetangguhanEndurance

C. Cerdas $mar)

d. Kreatif dan Inovatif Creative&lnnovativg

e. Integritas(ntegrity)

f. KerjasamaTeam Work

g. Responsive dan ProaktiRésponsive & Proaktiye

h. Bertanggung Jawalirésponsible
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4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian
4.1.2.1 PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Peaisgan

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggemgahaan sebagai
pemberi kerja adalah pajak yang dibayarkan olehga¢raan sama besar dengan
PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai. PPh yaaygpdin perusahaan tersebut
merupakan biaya bagi perusahaan tetapi tidak ddipatyakan dalam laporan
keuangan fiskal.

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang yang dilaggperusahan
(Pemberi kerja) berdasarkan kebijakan yang ditenagtada PT INTI (Persero)

adalah :
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Tabel 4.1

Formula Perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggunugg@eaan

Penghasilan Bruto :
Gaji
Tunjangan-tunjangan

Data yang diperoleh perusahaan

Pengurang Penghasilan
Potongan Jabatan

‘5 % x Penghasilan Bruto (maksimal Rp1.296.000

untuk setahun)

Penghasilan Netto

Penghasilan Bruto - Penguranghasiian

Penghasilan tidak kena
pajak (PTKP)

A PTKP tahun pajak 2005 :

PTKP sebelum tahun pajak 2005 :
1. Rp 2.880.000,00 = Diri sendiri wajib pajal

2. Rp 1.440.000,00 = tambahan WP kawin

3. Rp 1.440.000,00 = tanggungan, maksimj
orang

al 3

06

1. Rp 12.000.000,00 = Diri sendiri wajib pajak
2. Rp 1.200.000,00 = tambahan WP kawin
3. Rp 1.200.000,00 = tanggungan, maksima
orang
PTKP yang berlaku efektif per 1 Januari 2(
(137/PMK.03/2005) :
1. Rp 13.200.000,00 = Diri sendiri wajib pajak

2. Rp 1.200.000,00 = tambahan WP kawin
3. Rp 1.200.000,00 = tanggungan, maksimal 3
orang

Penghasilan Kena Paja
(PKP)

kPenghasilan Netto Setahun - PTKP

PPh Pasal 21 Setahun

Tarif PPh 21 x PKP
Kurang dari Rp 25.000.000,00
Rp 25.000.000,00 — Rp 50.000.000,00
Rp 50.000.000,00 — Rp 100.000.000,00
Rp 100.000.000,00 — Rp 200.000.000,00
Diatas Rp 200.000.000,00

5%
1
1
2

0%
5%
5%

30%

Sumber : Kebijakan PPh

Pasal 21 PT INTI (Persero)
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4.1.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditggung Perusahaan
dengan MetodeGross Up

PPh Pasal 21 terutang yang diberikan perusahaamdantuk tunjangan
pajak dengan metodgross upadalah pajak yang dibayarkan perusahaan tetapi
diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangaakpaehingga menambah
penghasilan bruto pegawai. Akan tetapi, tunjangamgy diberikan kepada
pegawai sama dengan PPh Pasal 21 yang harus dilsgyangga tidak
menimbulkan lebih bayar atau kurang bayar. Metauedigunakan apabila
perusahaan menginginkan penghasilan yang diteregavpainet after tax,dan
pegawai tidak menanggung beban PPh. Beban PPh Phdarsebut menjadi
tanggungan pihak yang membayarkan penghasilarbtératau perusahaan.

Untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 terutang kiEmgertama yang
harus dilakukan adalah menentukan jumlah tunjangajknya. Penentuan
jumlah tunjangan pajak dengan metagtess up,dapat menggunakan formula
sebagai berikut :

Menurut Mohammad Zain (2007:91), Formwgeoss upPPh pasal 21
terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai delagasan tarif yang terdapat
dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan nomor hidnt2000 (Tarif
Progressif), yaitu:

Lapisan | : untuk PKP s/d Rp. 25.000.000,00
Tunjangan PPh = 1/228,6 (PKP sebelum Tunjangark PRIEPSTP) — 0)
Lapisan Il : untuk PKP diatas Rp. 25.000.000,00 s.d Rp. 5000@)00

Tunjangan PPh = 1/108 (PKPSTP - Rp. 12.500.000,00)
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Lapisan |11 : untuk PKP diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. T@00®0,00

Tunjangan PPh = 1/204 (3 PKPSTP — Rp. 75.000.090,00

Lapisan IV : untuk PKP diatas Rp. 100.000.000,00 s.d Rp. 200000,00

Tunjangan PPh = 1/36 (PKPSTP - Rp. 55.000.000,00)

Lapisan IV : untuk PKP diatas Rp. 200.000.000,00

Tunjangan PPh = 10/78 (0,35 PKPSTP — Rp. 33.75M0D0

Berikut ini adalah aplikasi formulgross uppada penghasilan salah satu

karyawan dengan status kawin beranak dua (K/2), dmj setahun

Rp59.575.767,00 :

Penghasilan Bruto setahun Rp 59.575.767,00
Biaya Jabatan setahun Rp 1.296.000,00
Penghasilan Netto p 98.279.767,00
PTKP Rp 16.800.000,00
PKP Rp 41.479.767,00

Berdasarkan perhitungan PKP sebelum tunjangan pdgaigan hasil
Rp41.479.767,00, PKP berada pada lapisan keduangeRKP formulagross up,
maka formula yang digunakan adalah Tunjangan PRAE8 (PKPSTP - Rp.
12.500.000,00), sehingga perhitungannya menjadigselberikut:

Tunjangan pajak PPh Pasal 21 terutang (formgrdas ugapisanil)
1/108 (Rp 41.479.767,00 - Rp. 12.500.000,00) = 60 331,1759
Setahun : 12 x Rp 268.331,1759 = Rp 3.219.974,111

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan tunjangan pajak:

Penghasilan setahun Rp 59.575.767,00
Tunjangan Pajak Rp 3.219.974,11
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Penghasilan Bruto Rp 62.795.741,11
Biaya Jabatan setahun Rp 1.296.000,00
Penghasilan Netto p 61.499.741,11
PTKP Rp 16.800.000,00
PKP Rp 44.699.741,11

PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 19.699.741,11 = Rp 1.969.974,11

Total PPh terutang Rp 3.219.974,11
PPh Pasal 21 yang ditanggung Perusahaan Rp.@721D1

Dengan metodgross up,jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah
pajak yang akan terutang. Dengan metgaess up.tidak ada koreksi pada saat
rekonsiliasi fiskal, karena tunjangan pajak bukasrupakan biaya yang dapat
mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaanggehbeban pajak terutang

yang dibayar menjadi kecil.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditggung Perusahaan
Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatikdormasi bahwa
PT. INTI (Persero) saat ini mempunyai kebijakanadalhal pembayaran gaji
pegawai tetap, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 2h {P&#sal 21) ditanggung
perusahaan. Biaya gaji yang timbul dari pemanfag@sa tenaga kerja
didistribusikan sesuai dengan tempat atau bagigavpa ditempatkan.
Untuk pegawai yang bekerja di bagian produksi, nfaéga gaji tersebut

masuk sebagai biaya tenaga kerja, untuk pegawag ymekerja di bagian
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pemasaran, maka biaya gaji masuk ke dalam biayaalan, dan bagi pegawai
yang bekerja untuk kepentingan umum dan adminisp@sisahaan, biaya gaji
masuk ke dalam biaya administrasi dan umum, setizkipegawai yang bekerja
di bagian penelitian dan pengembangan, maka biajyarasuk ke dalam biaya
litbang.

Berdasarkan data-data yang diperoleh  penulis nbencaintuk
mengaplikasikan metodgross up untuk mencapai alternatif terbaik bagi
perusahaan dalam hal menanggung pajak penghagitmwpi tetapnya, dengan
asumsi saat ini perusahaan sudah menanggung pajaghasilan pegawai
tetapnya tetapi tidak menggunakan metgaess up

Data yang diperoleh adalah data penghasilan pedata@ sebanyak 256
orang karyawan pada tahun 2008. Data ini sesugastesampel yang dibutuhkan
sebagai representasi populasi.

Data rekapitulasi penghasilan pegawai, besarnyaghaesiian bruto
diperoleh dari gaji, penghasilan lainnya berupgatugian hari raya, uang pensiun,
tunjangan cuti, dan bonus. Sedangkan pengurandngsit@nnya berupa potongan
jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Pemgmasietto ditentukan
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengargjupéngurang penghasilan.

Penghasilan kena pajak setahun didapat dari pelghagtto dikurangi
dengan penghasilan tidak kena pajak. Besarnya pajaghasilan Pasal 21 yang
terutang ditentukan dengan menerapkan tarif yasgeselengan Undang- undang
Perpajakan nomor 17 yang berlaku dikalikan dengangipasilan kena pajak

setahun. Berikut ini disajikan tabel 4.2 mengep#altperhitungan PPh Pasal 21
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terutang yang ditanggung perusahaan tanpa menggunaletodegross up

terhadap 256 penghasilan karyawan tetap yang kigadiebagai sampel. Untuk
lebih lengkapnya, rincian mengenai perhitungan PRkal 21 terutang yang
ditanggung perusahaan tanpa menggunakan metads updapat dilihat pada

lampiran 9.
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Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, diperoleh jumlgakFRenghasilan pasal
21 yang terutang atas 256 gaji pegawai yang merngdjgungan perusahaan

adalah R{..238.435.727,00.

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditggung Perusahaan

dengan MetodeGross Up

Penerapan metodgoss upbertujuan agar jumlah tunjangan pajak sama
besarnya dengan jumlah pajak terutang, namun hdidak dapat diterapkan
terhadap pegawai yang jumlah pengurang penghagdandak tetap, sehingga
antara tunjangan pajak yang diberikan tidak samgatejumlah pajak terutang.

Pada tabel 4.3 di atas terdapat total perhitundaim Pasal 21 terutang
yang ditanggung perusahaan dengan megwdss upterhadap 256 penghasilan
karyawan tetap yang dijadikan sebagai sampel. Ulgok lengkapnya, rincian
mengenai perhitungan PPh Pasal 21 terutang yaaggditng perusahaan dengan
metodegross updapat dilihat pada lampiran 10.

Berdasarkanabel 4.3 tersebut, jumlaPajak Penghasilan pasal 21 yang
terutang atas 256 gaji pegawai yang menjadi tamggurperusahaan adalah
Rpl1.465.128.532,00. Ketika menggunakan metGdess Up,tunjangan pajak

tertinggi adalah Rp 30.156.429,67 dan terendalahd?p1.428.193,00.
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4.2.3 Perbedaan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditangyy Perusahaan
Sebelum dan Sesudah Metod@ross Up

Perbedaan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggungapaan sebelum
dan sesudah metod&ross Updapat diukur dengan menggunakan penghitungan,
dengan besar sampel untukdan X% sebanyak 256 penghasilan karyawan tetap.

Berikut ini adalah total selisih perhitungan PRis& 21 terutang yang
ditanggung perusahaan dan perhitungan PPh Padalitang yang ditanggung
perusahaan dengan metogss upterhadap 256 penghasilan karyawan tetap
yang dijadikan sebagai sampel. Untuk lebih lenglgkapnincian mengenai selisih
perhitungan PPh Pasal 21 terutang yang ditanggangs@haan dan perhitungan
PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahasyarmenetodegross up
terhadap 256 penghasilan karyawan tetap dapaadpdda lampiran 11.

Tabel 4.4
Selisih PPh Pasal 21 terutang sebelum dan sesudaktodeGross Up

Jumlah PPH Psl 21 setahupn PPH Psl 21 setahun

tanpa metode dengan metode Selisih
gross up gross up
256 1,238,435,727 1,465,128,532 226,692,805

Sumber : data diolah
Dari tabel 4.4 di atas, dapat dilihat perbedaararanPPh Pasal 21
terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dawladesnetodeGross Up.
Adapun selisih PPh Pasal 21 terutang yang ditargggenusahaan sebelum dan
sesudah metod&ross Upadalah R226.692.805,00. Penghematan yang dapat
diperoleh perusahaan dengan adanya penambaharjiRla Pasal 21 adalah

sebesar Rp439.538.559,6 yang didapat dari Rp128532,00 x 30%. Jika
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dilihat dari jumlah penghematan yang diperoleh dengmlah selisih PPh Pasal
21 terutang yang ditanggung perusahaan sesudalier@toss Upmaka dapat
diasumsikan bahwa PPh Pasal 21 dengan m&oaks Updapat menguntungkan

perusahaan.

4.2.4 Pengujian Hipotesis dengail-Test Sampel Related

Berdasarkan data yang telah diglataka dilakukan uji Hipotesis yang
diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitdangan perbedaan penetapan
pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan geaen@ajak penghasilan
pasal 21 WP pribadi berdasarkan metgdass up Hipotesis yang diuji adalah
hipotesis nol (k). Sedangkan () merupakan hipotesis alternatif penelitian ini.
Ho, dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedgeng signifikan dalam
penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah paneperencanan pajak
penghasilan pasal 21 WP pribadi berdasarkan mejooes up,sedangkan H
dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan gagigfikan dalam penetapan
pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan aeaamcpajak penghasilan
pasal 21 WP pribadi berdasarkan metgaess up.

Jika t hitung < t tabel, maka,Hliterima dan Hditolak dan sebaliknya

jika t hitung = t tabel, maka klditolak dan Hditerima. Pengujian hipotesis yang

dilakukan menggunakan taraf nyata atau tingkatiféignsi 0,05 yang berarti
kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan meggymobabilitas 95% atau
toleransi kesalahan adalah sebesar 5%. Alat analasig digunakan untuk uji
beda dalam penelitian ini adalahtest sampel relatedUji hipotesis yang

dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menggtapakah terdapat perbedaan
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penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah panepgrencanaan pajak
penghasilan pasal 21 WP pribadi berdasarkan metass up

Berdasarkan pengujiartest sampel relatedengan menggunakan SPSS
16, pada tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa Mearku?in Pasal 21 terutang yang
ditanggung perusahaan )Xadalah Rp 4,837,639.56 dan Mean untuk PPh Pasal
21 terutang yang ditanggung perusahaan berdasar&tegross up(X;) adalah
Rp 5,723,158.43. Perbedaan Mean dan X% dapat dilihat pada grafik 4.1.
Sedangkan standar deviash Xadalah Rp3,544,108.006 dan »Xadalah Rp

4,514,205.863.

Tabel 4.5
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation | Std. Error Mean
Pairi X1 4,837,639.56 256| 3,544,108.006 221,506.750
X2 5,723,158.43 256| 4,514,205.863 282,137.866
5,000 000=
5,000,000
£ 4,000,000
i
3,000,000
=
2,000,000
1,000 ,000=
0 T ]
EA | w2
Grafik 4.1

Perbedaan mean X1 dan X2

Tabel 4.6

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair1 X1 & X2 256 .994 .000
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Tabel 4.7

Paired Samples Test

Paired Differences

95% Confidence Interval of

Std. Error the Difference of

Mean Std. Deviation| Mean Lower Upper t Sig. (2-tailed)]

Pair1 X1

-885,518.87] 1,058,874.34]66,179.674 --1,015,847.14] -755,190.59] -13.381] 255 .000
X2

Berdasarkan pada tabel 4.6 dan 4.7 didapat hasga ¥ang kemudian
akan dibandingkan dengan hargaduntuk menguji hipotesis penelitian. Untuk
menentukan hargadne diperoleh dari rumusan hipotesis penelitian, peolaf
signifikansi () = 0.05 dan pada derajat kebebasan tertentu. Dpdarelitian ini
derajat kebebasan adalah 255. Untuk hipotesis ithad, [ tabel = t (1-o)db), karena
angka derajat kebebasan 255 tidak terdapat daléar tibel, maka hargae =
-1,96 dan 1.96. Berdasarkan hasil pengujian dipBradlniwung S€besar -13.381
sedangkan tpe pada &) = 0,05 dan db = 255 adalah sebesar -1,96 benitati
thitung < traber PeNQujian hipotesis disimpulkan dengan kritegagujian : “Terima
Ho, jika dari penelitian tersebut diperoleh palinglikg -1.96 dan paling besar
1.96, dalam hal lain titolak”. Dengan mengacu pada kriteria tersebutartak
ditolak hal ini mengacu pada nilaiitngsebesar -13.381 lebih kecil dibandipget
sebesar -1,96 artinyantung berada di luar daerah penerimaag pada tingkat
kepercayaan 95% sehingga dapat disimpulkan “tetdggabedaan yang
signifikan dalam penetapan pajak terutang sebel@n skesudah penerapan

perencanaan pajak penghasilan pasal 21 berdasagtadegross up”.
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Berdasarkan pada hasil uji hipotesis, penelitianmembuktikan bahwa
PPh Pasal 21 terutang yang ditanggung perusahadashekan metodgross up
efektif bagi PT. INTI (Persero). Berdasarkan tem@nurut Mohammad Zain
(2007:70), mengenai langkah-langkah penyusunannpan@aan pajak dimana
salah satunya adalah menetapkan sasaran atau tmaaajemen pajak yang
meliputi usaha-usaha mengefisiensikan beban pagalg ynasih berada dalam
ruang lingkup pengenaan pajak dan tidak melanggeatwran UU Perpajakan,
maka dengan menerapkan metagl®ss upini perusahaan telah melakukan
perencanaan pajak dan ternyata metgdess up menguntungkan bagi pihak
perusahaan.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Rii. TELKOM
menggambarkan bahwa metode tunjangass upjuga efektif untuk diterapkan.
Selain itu, sesuai dengan pengertian perencangal mpanurut Yenni Mangoting
(1999:46) yaitu:

Perencanaan pajak adalah sebagai proses mengasgarsaha wajib pajak
atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehinggang pajaknya baik
pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya bedalam posisi yang
minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ket@nt peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka metode gananoss updapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam noddak perencanaan pajak bagi

perusahaan, karena ternyata dengan mejums upperusahaan dapat melakukan

penghematan pajak.



